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	Abstract

	
	
	This discussion is intended to investigate the point of contact for the provisions on the use of waqf assets in Law Number 41 of 2004 which describes two options, namely a certain period of time and forever, while in KHI article 215 which determines forever, along with its review in the discipline of Fiqh in the four schools of thought. The method used is qualitative using a normative juridical approach. Where this research focuses on library research (library research) which refers to the data available in the literature, for subsequent comparative analysis. The results of the discussion explained that Law no. 41 of 2004 provides two options as mentioned above, in accordance with the opinions in the Maliki and Hanafi schools, namely waqf for a certain period, while KHI Article 215 stipulates waqf forever, in accordance with the opinion in the Syafi'i and Hanbali schools which stipulate that waqf is muabbad. (forever).
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	Abstrak

	
	
	Pembahasan ini dimaksud untuk menelisik titik singgung ketentuan jangka waktu pemanfaatan harta wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan dua opsi yakni jangka waktu tertentu dan selamanya, sementara dalam KHI pasal 215 yang menentukan selamanya, berikut tinjauannya dalam disiplin Fiqh dalam empat mazhab. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library research) yang merujuk pada data-data yang tersedia dalam kepustakaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara komparatif. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 memberikan dua opsi sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi, yakni wakaf dalam jangka tertentu, sementara KHI pasal 215 menetapkan wakaf untuk selamanya, sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi‘i dan Hanbali yang menetapkan bahwa wakaf bersifat muabbad (selamanya).


PENDAHULUAN

Praktik perwakafan di negeri ini sudah sejak lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal itu ditandai dengan aturan perwakafan yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan diperkuat dengan Instruksi Presiden tahun 1991. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut berperan sebagai payung hukum yang menaungi praktik perwakafan, sebagai manifestasi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Ketiga payung hukum tersebut, dimaksudkan untuk memastikan bahwa praktik perwakafan akan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Namun tampaknya ketentuan dalam UU No.41 Tahun 2004 dan KHI pasal 215, terdapat perbedaan yang mendasar bahwa pada aturan pemanfaatan harta wakaf yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan adanya dua opsi, yaitu untuk pemanfaaatan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam pasal 215 KHI secara tegas menyatakan wakaf pemanfaatan dan melembagakan secara selamanya tanpa adanya opsi pilihan.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan KHI pasal 215 seharusnya dapat memberikan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan wakaf. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam akad dan pemanfaatan harta wakaf. Hal ini sangat disayangkan karena negara Indonesia memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Besarnya pemeluk agama Islam di Indonesia berdasar pada Sensus penduduk 2010, 87,18% pemeluk Islam dari 237.641.326 penduduk Indonesia, (“Badan Pusat statistik, 2010”). Hal ini merupakan potensi yang sangat besar menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber dana publik yang membantu pemerintah dalam mensejahkterakan rakyatnya. Wakaf bisa dijadikan sebagai akad ekonomi yang potensial untuk dikembangkan untuk kesejahteraan umat, selama bisa dikelola secara optimal.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka penulis bermaksud mengkomparasikan kedua payung hukum wakaf tersebut untuk kemudian ditelaah dalam perspektif hukum Islam, yakni dalam Fiqh menurut Empat Mazhab.

LANDASAN TEORI
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menerangkan bahwa wakaf adalah menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah (Al-Malibari, 2006: 87). 

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dikalangan ulama mazhab ditemukan perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf, Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Mazhab Maliki berpendapat, menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja (Husen, 2012: 17). Kemudian Mazhab Syafi‘i mengartikan wakaf dengan Menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadhir yang dibolehkan oleh syariah. Pengertian berikutnya disebutkan oleh Mazhab Hanabilah, yang mendefinisikan wakaf dengan menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Imam Syafi’i dan Imam Hanbali adalah murid Abu Hanifah, pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih (Az-Zuhaili, 2011: 271).

Kenyataan bahwa definisi wakaf bervariasi berimplikasi pada ketentuan jangka waktu dalam pelaksanaan wakaf. Maksudnya jangka waktu wakaf adalah, bahwa harta benda wakaf yang diserahkan bisa digunakan dalam waktu yang panjang bahkan untuk selama-lamanya (Departemen Agama RI, 2002: 133).
Unsur jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan Syi’ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus (Departemen Agama RI, 2002: 134).
Wakaf menurut Abu Hanifah tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Pewakaf dapat mencabut kembali kapan saja dan wakaf menjadi gugur ketika pewakaf meninggal dunia, barang wakaf juga bisa diwariskan. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Lebih lanjut Imam Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkanya suatu harta bukan berarti harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Dalam hal ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya. Pendapat ini menunjukkan bahwa wakaf tidak bersifat kekal. Namun demikian, Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat ini tidak boleh ditarik kembali.
Wakaf menurut Ibnu Hasan, kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa dicabut kembali atau dibatalkan. Pendapat kalangan Syafi’iyah menunjukkan wakaf tidak ada jangka waktu tertentu, wakaf bersifat kekal tidak bisa tarik kembali. Imam Syafi’i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah SWT, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduanya adalah pengguguran kepemilikan terhadap istri dan budak.
Wakaf menurut kalangan Malikiyah tidak memutus atau menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan namun hanya memutus hak pengelolaannya. Artinya si pemilik hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan dari hasil harta tersebut untuk tujuan kebaikan. Sementara harta tersebut masih menjadi hak milik harta orang yang mewakafkan untuk waktu tertentu, wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya, walaupun itu berupa masjid dan tetapi orang boleh mewakafkan, untuk satu tahun atau lebih kemudian kembali menjadi miliknya (Az-Zuhaili, 2011: 272). 
Kemudian, perlu kiranya menengok dinamika praktik perwakafan di Indonesia, sebagaimana disinggung oleh Azhar Basyir bahwa pada masa pra-kemerdekaan RI praktik perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, kerajan Pasai dan lain sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. 

Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga lembaga-lembaga wakaf yang dipraktikkan di berbagai negara ternyata tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat di Indonesia dan telah dipraktikkan seperti Huma Serang di Banten, di Lombok ada Tanah Pareman dan lain-lain. Dengan demikian praktik wakaf dan perkembangannya di Indonesia merupakan kenyataan sejarah yang tidak terlepas dari tuntutan masyarakat muslim (Wadjdy, 2007: 60).
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah langkah besar di dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Sebelumnya aturan mengenai wakaf tersebar di berbagai UU, Perpres dan Inpres. UU No. 41 Tahun 2004 mengkodifikasikan hukum perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU No. 41 Tahun 2004 juga memuat beberapa hal revolusioner, di antaranya perubahan paradigma pengelolaan wakaf, wakaf uang tunai dan benda bergerak, serta penerima manfaat harta wakaf yang tidak hanya dibatasi pada Umat Islam saja (Syabardi, 2013: 80).
Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim.  Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syariat Islam adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia (Hikmatullah, 2017: 39). Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya (Mardani, 2010: 171)

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahas. Dalam kerangka sistematik masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada hukum-hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah bidang perwakafan.

Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI ini, permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah tentang definisi wakaf yang meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (pasal 215). Unsur ini erat kaitannya dengan pendapat madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah, yang memunculkan wakaf permanen. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (Isfandiar, 2008: 4).

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamuji (2004: 15). Penelitian yuridis normatif salah satunya adalah Perbandingan hukum. Peneltian ini adalah penelitian perbandingan hukum dengan meneliti bahan pustaka. Kemudian mencari dan menganalis untuk menarik membuat dengan teknik komparasi. Penelitian ini akan mengkomparasikan ketentuan hukum pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dan  tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum  pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder, data primer dapat disebut sebagai data pertama, sedangkan data sekunder menjadi data kedua. Data primer dapat diperoleh dari data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder diperoleh dri pihak lain yang biasanya berwujud data dokumen atau laporan (Azwar, 2010:19).

Dalam penelitian ini sumber data primer Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam karena kedua peraturan ini menjadi objek penelitian. Sumber data sekunder dicari dengan menggali data yang ada pada berbagai literatur baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka, maka teknik yang penyusun gunakan adalah studi kepustakaan, yakni mengamati, mencermati dan memahami dengan seksama peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam, naskah-naskah karya ilmiah yang membahas perwakafan yang terdiri dari buku, kitab kuning dan Jurnal serta artikel ilmiah.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan langkah analisis, meliputi: 1) menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. 2) Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan dengan teknik komparasi atau perbandingan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik komparasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Penulis akan mengkomparasikan persamaan dan perbedaan dari hasil analis dari objek penelitian yaitu Analisis Fiqhiyah Terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan KHI Pasal 215.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Munculnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan negara sudah terbentuk. Bahkan, negara-negara maju menilai Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pembentukan produk hukum negara cukup aspiratif. Terbukti, pemerintah melalui Kementerian Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam pembentukan UU ini (Hermawan, 2014: 7). UU ini merupakan terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia karena di dalamnya terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Masalah peraturan perundang-undangan wakaf sudah terselesaikan dengan lahirnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan Fikih wakaf dalam beberapa hal sudah direspon oleh para ulama, baik yang ada di MUI maupun ormas Islam yang lain dengan fatwa yang dikeluarkan mereka. Walaupun demikian, respon para ulama ini belum tentu bisa menyelesaikan semua permasalahan karena faktor sosialisasi dan khilafiyah sebagai karakter dasar Fikih masih terjadi (Hermawan, 2014: 8). 

Wakaf dalam pasal 1 UU tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi ini terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Pencantuman kata “jangka waktu wakaf” pada pasal 1 tersebut menunjukkan bahwa UU ini memfasilitasi calon wakif yang hendak berwakaf untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya, seperti sebulan, setahun, lima tahun, dan seterusnya.
Abu Hanifah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri (Husen, 2012: 17). Benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan ‘ariyah (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah tabarru’ ghairu lazim (pelepasan hak yang tidak tetap). Wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Oleh karena itu harta benda wakaf yang diwakafkan itu masih milik wakif, yang menjadi milik umum (milik Allah) hanya manfaatnya saja bukan termasuk aset hartanya, kecuali: 1) wakaf untuk masjid, 2) wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim, 3) wakaf wasiat.
Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan selain tiga wakaf tersebut, dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf berubah menjadi benda waris ketika pihak yang mewakafkan (waqif) telah meninggal dunia (Az-Zuhaili, 2011: 270).
Menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu. Wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya, untuk satu tahun atau lebih kemudian kembali menjadi miliknya, menurut pendapat Imam Malik tetap sah (Az-Zuhaili, 2011: 272). 
Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shodaqoh, mengapa harus shodaqoh selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi (Isfandiar, 2008: 11-12).
Penekanan terhadap kepemilikan harta benda yang tetap berada ditangan wakif secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih adanya hak oleh wakif atas harta benda tersebut sehingga harta benda tersebut bisa ditarik kembali oleh wakif, oleh sebab itulah kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki membolehkan wakaf berjangka waktu/temporer (Maskuri, 2017: 117). Adapun kebaikan temporer yaitu pemilik wakaf asal dapat menarik kembali harta wakafnya manakala ia membutuhkan dan hal ini dapat dilakukan setiap waktu. Kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah-olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.
Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara mu'abbad (tidak boleh dilakukan secara temporal). Oleh karena itu, pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Malikiah.
Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.
Pendapat penulis, memang prinsip keabadian (sifat ta’bid) dalam wakaf itu bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.8 Tetapi batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (muabbad) dalam wakaf. 
Mungkin karena hal-hal di atas, UU Nomor 41/2004 secara berani merombak absolutisme konsep “pelembagaan wakaf selama-lamanya” menjadi bersifat relatif dengan diperbolehkannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu dan agar masyarakat muslim termotifasi untuk berwakaf, karena selama ini muncul kesan bahwa wakaf identik dengan hilangnya hak kepemilikan harta benda wakaf. alasan ini bisa menjadi penghambat atau penyebab seseorang enggan untuk wakaf. 
Padahal bisa saja, seseorang ingin memberikan manfaat harta miliknya saja, ia tidak ingin kehilangan substansi bendanya, karena itu konsep yang lebih lentur dalam wakaf berjangka waktu, menjadi solusi persoalan diatas. Selain itu wakaf berjangka waktu (temporer) dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, karena banyak kebutuhan masyarakat berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara tidak selama-lamanya melainkan terbatas hingga saat-saat tertentu. 
Wakaf ini misalnya, terjadi untuk fakir miskin dan tujun sosial lainnya. Maka secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita Umat Islam Indonesia, untuk itu dengan adanya ketentuan bolehnya wakaf berjangka waktu, diharapkan wakif bisa meningkatkan volume beribadah wakaf (yang berdimensi sosial). 
Dengan kerangka pemikiran seperti ini madzhab Hanafi telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk aset yang paling urgen yaitu uang tunai, oleh karena itu pendapat Imam Abu hanifah dirasa sangat relevan melihat kondisi sosial masyarakat sekarang.
Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam Maliki, Imam Hanafi dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.
 Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: badan hukum), yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf (Isfandiar, 2008: 52).
Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya KHI melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI ini, permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah tentang definisi wakaf yang meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (pasal 215). Wakaf yang terdapat dalam KHI tidak terbatas hanya dalam tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan penilai menurut Islam. Pasal 215 Ayat 4 disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Adapun yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah, bahwa harta benda wakaf yang diserahkan bisa digunakan dalam waktu yang panjang bahkan untuk selama-lamanya (Departemen Agama RI, 2002: 133).
Unsur ini erat kaitannya dengan pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali, yang memunculkan wakaf permanen. Dua Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (Isfandiar, 2008: 4). Jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa dicabut kembali atau dibatalkan, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan aqad tabarru’ lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran.
Perdebatan ulama tentang unsur “keabadian” Imam asy-Syafi’i sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. Adapun latar belakang Imam asy-Syafi’i menempatkan kata selamanya adalah karena pada waktu Imam asy-Syafi’i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. 
Imam asy-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat mu’abad (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam asy-Syafi’i wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لايباع (tidak boleh dijual),  ولايبتاع(tidak boleh dibeli),  ولايورث(tidak boleh diwaris), ولايوهب (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat mu’abad (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik wakif melainkan milik Allah.
Dalam hal ini Imam asy-Syafi’i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shodaqah yang bersifat mu’abad (selamanya) sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.
Mengingat Indonesia secara Fiqh kebanyakan pengikut madzhab asy-Syafi’i maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya. Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu disyaratkan harus muabbad (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut madzhab asy-Syafi’i (Maskuri, 2017: 142). 
Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi’iyyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya). Sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.
Wakaf dengan jangka waktu kekal termasuk kategori wakaf khairi. Yang merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu telah meninggal dunia, dengan catatan benda yang diwakafkan  itu masih dapat diambil manfaatnya  (Ghazaly, 2010: 180)
Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan UU 41 Tahun 2004, yaitu Imam Asy-Syafi‟i yang tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Karena harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah SWT, sehingga wakaf itu bersifat mu’abbad (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf bisa optimal. 
Dengan demikian gabungan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi‘i sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya, bahwa pertama, adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya).
Kedua, diperbolehkannya wakaf berjangka waktu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonsia seperti; mushab, kitab, buku. Dengan adanya wakaf berjangka waktu harta yang diwakafkan akan kembali pada wakif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga wakif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu di batasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.
Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 memunculkan wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi. KHI pasal 215 memunculkan wakaf permanen. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris.

Kemudian, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Dari segi kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat mu’abbad. Oleh karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat ghairu lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan al-'ariyah (pinjaman). Adapun KHI pasal 215 mengakomodasi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Dari segi kepemilikan, KHI meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat mu’abbad (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. Bulugul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, Jakarta: Gema Insani.

Ali, Mohammad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta: UI-Press.

Al-Malibari, Zainudin Abdul Aziz. 2006. Fatkhul Mu’in, Surabaya: Al Haromain.

Amin, Muhammad Summa. 2005. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azwar, saifudin. 2010. Metode Penelitian,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani.

Badan Pusat Statistik. 2010. “Sensus Penduduk 2010”, dalam http;//sp2010.bps.go.id, diunduh pada 27 November 2018.

Badan Wakaf Indonesia. 2016. “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, dalam http:bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf-tanah.html, diunduh pada 27 November 2018.

Departemen Agama RI. 2002. IDI Hukum, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

Departemen Agama RI. 2011. Mushaf Masjid Al-Aqshsa, Jakarta: Cahaya Qur’an.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana.
Hikmatullah. 2017. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2.

Husen, As’ad. 2012. “Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat”, Tesis,Medan: IAIN Sumatra Utara.

Isfandar, Ali Amin. 2008. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 1.

Mardani. 2010. Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: kencana.

Munir, Misbakhul. 2016. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafiiyah”, Skripsi, Jepara: UNISNU Jepara. 

Nurjihad. 2004. “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum, 27 (11), (September), 106-117.

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rahmad, Pupu Saeful. 2009, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Volume. 5, No 9,  1-8. 

Saebani, Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.

Santoso, Urip. 2014. “Kepastian Hukum wakaf tanak milik”, Jurnal Perspektif, Volume XIX no. 2 Edisi Mei, 79. 

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Syabardi, Rendi. 2013. “Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2. 

Syarifudin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenadamedia.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Ulla, Shokhifatul. 2015. “Studi Perbandingan Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Jepara: UNISNU Jepara.

Ulla, Sokhifatul. 2015. Studi Perbandingan Ikrar Wakaf Menurut Imam Maliki Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Jepara: UNISNU.

Undang-Undang  No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara. 

Wadjdy, Farid. 2007. Wakaf Kesejahteraan Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahid, Marzuki & Rumadi. 2001. Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LkiS.

Wahid, Marzuki. 2014. Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, Bandung: Marja.
53









ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018. ISSN: 2356-0150 

ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2018. ISSN: 2356-0150 


